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A B S T RA K  
IMPLE.MENTASI PROGRAM KELUARGA BEREN CANA NASIONAL 

ERA DESENTRALISASI 
DI PROVINS! SUMATERA UTARA 

N A M A  
NI M 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Ahmad Sofian Rangkuti 
: 051801013 
: Magister Administrasi Publik 
: Drs. Burhanuddin Harahap, MA 
: Drs. Kariono, MA 

Kebijakan desentralisasi telah membawa perubahan dalam pengelolaan program KB Nasional 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keberhasilan program KB Nasional sangat 
ditentukan oleh dukungan politis dan operasional dari para pengambil kebijakan, baik di pusat maupun 
di daerah. Akhir-akhir ini, dukungan tersebut mulai menurun dan perlu ditingkatkan kembali di semua 
tingkat wilayah dengan advokasi, yang meliputi kegiatan pertemuan serta rapat koordinasi yang 
merupakan kekuatan dalam penggalangan kesepakatan baik politis maupun operasional serta 
pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KB Nasional di 
Proipinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB tersebut. 
Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 55 orang. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriftif. 

Implementasi program KB Nasional di Propinsi Sumatera Utara dilihat dari komunikasi, 
sumber-sumber, wewenang dan sruktur birokrasi, secara umum belum berjalan dengan baik, namun 
apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam 
keberhasilan implementasi program KB tersebut . Dilihat dari Komunikasi, yaitu berkaitan dengan 
kjelasan konsep kebijakan dan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan KB, telah dapat dipahami 
dengan baik oleh para pelaksana program, namun sumber daya yang digunakan ( SDM, teknologi, 
keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasl 
pelaksana belum memadai. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana program KB, menunjukkan masih 
rendahnya dukungan komitment Pemerintah Kabupaten / Kota baik secara politis maupun operasional, 
dan masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor kebijakan yakni terutama ant:ar instansi 
terkait sebagai pelaksana dengan seluruh stakeholders yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
dalam implementasi Kebijakan Program KB di Propinsi Sumatera Utara adalah fakor masih rendahnya 
dukungan komitmen politis dan operasional Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Program KB di 
daerahnya. 

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi program KB di Propinsi 
Sumatera Utara, maka perlu adanya komitmen dan dukungan Pemerint:ah Kabupaten/Kota dalam 
bentuk dukungan dana operasional melalui APBD, penyediaan tenaga yang ter1atih serta sarana yang 
memadai dalam Implementasi program KB di Sumatera Utara. 

words : imp/ementasi kebijakan, desentralisas1� program KB. 
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Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keberhasilan program KB Nasional 
dukungan politis dan operasional dari para pengambil kebijakan, baik di pusat 

Akhir-akhir ini, dukungan tersebut mulai menurun dan perlu ditingkatkan kembali 
dengan advokasi, yang meliputi kegiatan pertemuan serta rapat koordinasi 

merupakan kekuatan dalam penggalangan kesepakatan baik politis maupun operasional 
kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KB 
Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program 

secara purposive sampling, sebanyak 55 orang. Analisis data dilakukan 
metode deskriftif. 

Implementasi program KB Nasional di Propinsi Sumatera Utara dilihat dari 
wewenang dan sruktur birokrasi, secara umum belum berjalan dengan 

dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan 
implementasi program KB tersebut . Dilihat dari Komunikasi, yaitu berkaitan 

kebijakan dan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan KB, telah dapat 
para pelaksana program, namun sumber daya yang digunakan ( SDM, 
dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun 

memadai. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana program KB, menunjukkan 
dukungan komitment Pemerintah Kabupaten / Kota baik secara politis maupun 
kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor kebijakan yakni terutama ant:ar 

pelaksana dengan seluruh stakeholders yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi Kebijakan Program KB di Propinsi Sumatera Utara adalah fakor masih 

komitmen politis dan operasional Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Program 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Massiah 

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, 

maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah 

Daerah sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 kepada Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang

bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan 

Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. 

Pembagian kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, di mana pada dasamya seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali 

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian 

kewenangan antara Pusat dan Provinsi diatur dalam PP 2512000, sedangkan 

kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah 

menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di luar 5 

kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan 

makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan 

Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang 

bersangkutan. 

sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 

kepada Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali 

yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan 

Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh 

penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan evaluasi. 

Pembagian kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 

di mana pada dasamya seluruh kewenangan ada di Daerah, 

di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian 
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2 . 

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkait 

dengan stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya 

Iebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan Iebih banyak 

dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah Iebih dekat kepada masyarakat sehingga 

dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. 

Terkait dengan penyelenggaraan Keluarga Berencana Nasional, maka 

berdasarkan PP 25 Tahun 2000, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan 

angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan 

pedoman pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini bahwa yang 

masih termasuk sebagai kewenangan Pusat (yang akan dilaksanakan oleh BKKBN 

secara langsung) adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti perencanaan, 

penetapan kebijakan nasional, dan pedoman. Sementara kewenangan selain yang 

diatur PP 25/2000 merupakan kewenangan Daerah. Berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 200 1 Pasal 43 disebutkan bahwa 

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang

Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera; 

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN; 

PP 25 Tahun 2000, pemerintah pusat mempunyai kewenangan 

penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan 

kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan 

pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini bahwa 

termasuk sebagai kewenangan Pusat (yang akan dilaksanakan oleh 

langsung) adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti perencanaan, 

kebijakan nasional, dan pedoman. Sementara kewenangan selain 

25/2000 merupakan kewenangan Daerah. Berdasarkan Keputusan 

Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 200 1 Pasal 43 disebutkan bahwa 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
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